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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kiriteria penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku
penyaahgunaan psikotropika antara lain, anak tersebut baru pertama kali
melakukan penyalahgunaan psikotropika, anak tersebut masih dalam usia
produktif, dan orang tua atau wali anak tersebut masih sanggup untuk
mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak
pelaku penyalahgunaan psikotropika adalah, aturan yang berlaku dalam
sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti
perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam
sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk
melakukan upaya hukum. Tahapan tersebut dianggap merupakan
kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang
dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada
penangganan kasus anak, SDM milik LPA Yogyakarta masih kurang,
serta belum adanya kerjasama antara Kepolisian, LPA, LSM atau tokoh

masyarakat.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus membangun persepsi yang
sama tentang perlindungan terhadap anak. Konsep diskresi kepolisian
bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap anak pelaku tindak
pidana, sehingga harus diberikan pemahaman yang sama antara korban,
pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat.

2. Keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan
hukum harus disempurankan dalam bentuk peraturan perundang-undangan
tentang pelaksanaan diskresi kepolisian, sehingga penyidik mempunyai
dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyelesaikan perkara di luar
pengadilan.

3. Perlu adanya kerjasama yang baik dalam penerapan diskresi kepolisian
antara pihak Kepolisian, LPA, LSM, tokoh masyarakat, serta para

pengacara.
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